BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa proses penyederhanaan birokrasi telah
dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri melalui penyederhanaan struktur organisasi
dan penyederhanaan  jabatan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik ;

bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
professional, diperlukan mekanisme kerja antara
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

~



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

; /



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026
{Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);



17  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja Pada Instansi Pemerinatah Untuk
Penyederhasaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
Bupati adalah Bupati Wonogiri.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang terdiri

Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
Pemerintah Daerah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada Pemerintah Daerah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian danketerampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat
dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi
tertentu.

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.

Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat
Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah
Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan

kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.
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16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui
penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

17. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.

18. Penyesuaian Sistemm Kerja adalah perbaikan dan pengembangan
mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

19. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang dilakukan dalam suatu sistem dengari mengedepankan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan.

20. Proses Bisnis adalah kumpulan  aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antau unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai
tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.

22. Lintas Instansi adalah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Kabupaten /Kota lainnya /Pemerintah Provinsi /Instansi Pusat.
Pasal 2

(1) Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE.

(2) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan :

a. penyederhanaan struktur organisasi;
b.  penyetaraan jabatan; dan
c. penyesuaian sistem kerja.
(3) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.
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Pasal 3
Sistem Kerja digunakan sebagai instrument bagi Pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada seluruh Perangkat
Daerah.

Pasal 4

Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja yaitu :

a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;

b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;

C. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan

d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
BAB II

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan

dengan prinsip :

a. orientasi pada hasil,
b. kompetensi;

C. profesionalisme;

d. kolaboratif;

®

transparansi; dan

-

akuntabel.
Pasal 6

(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri

atas :
a. kedudukan;

b. penugasan;
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(2)

(1)

(3)

c. pelaksanaan tugas;

d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,;

e. pengelolaan kinerja; dan

f.  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur
pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan

struktur organisasi dan Penyetaraan Jabatan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi
Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas.

Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja
mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat
Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-

masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

Bagian Ketiga

Penugasan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat
berkerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan
mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan

keahlian dan/ atau keterampilan.

; A



(2)

(1)

Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan
pelaksana yang berasal dari dalam satu Unit Organisasi, lintas Unit
Organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/
atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang
berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi

pemilik kinerja.

Pasal 10

Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui
penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan
langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai
Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja
tertentu.

Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan

aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja

tertentu.

Pasal 11

Rincian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(1)

Bagian Keempat

Pelaksanaan Tugas
Pasal 12
Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi

pelaksanaan tugas yang bersifat dalam Unit Organisasi, lintas Unit O

rganisasi, dan lintas Instansi Pemerintah.
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(2)

Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 13

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan

pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

(2)

Pasal 14

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat
Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan
pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim
melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Pimpinan Unit Organisasi
secara berkala.

Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk

meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Pasal 15

Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

Bagian Keenam

Pengelolaan Kinerja
Pasal 16

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja

secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas :
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(2)

(2)

(1)

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi

ekspektasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi

pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan
dan pengembangan kinerja pegawai;
c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian
penghargaan dan sanksi.
Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja

Pejabat Fungsional dan pelaksana.

Bagian Kelima

Pemanfaaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 17

Pemerintah Daerah mengutamakan layanan adminsitrasi pemerintahan
berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi
dalam mendukung sistem kerja Instansi Pemerintah.

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi

umum berbagi pakai.

Pasal 18
Pimpinan Perangkat Daerah memastikan setiap Unit Organisasi
menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2).
Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mendukung Sistem Kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE

Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
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(4)

(1)

BAB Il
PROSES BISNIS

Pasal 19

Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah
untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit
Organisasi.

Untuk penyesuaian Sistem Kerja Perangkat Daerah melakukan perbaikan
dan pengembangan Proses Bisnis.

Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi
dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.

Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
terhadap :

a. peta subproses;

b. peta relasi;

c. peta lintas fungsi; dan/ atau

d. petalevel 1 dan turunannya.

Tata cara penyusunan peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai

peran koordinator dan sub koordinator sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 99);

b. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 100);
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Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2021 Nomor 101},

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 102);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 103);
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 104);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 105};

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 106);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 105 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan
Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor
107);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 108);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 109};

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 108 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 110},

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021
Nomor 111);
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Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 112);
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
dan Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 113);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021 Nomor 114);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 113 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 115);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 115 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 117);
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 116 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 118);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 117 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 119);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021 Nomor 120);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 121);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 122);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 121 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan dan
Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor
123);
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y. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 124);

z. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 123 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran
Mangun Sumarso Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2021 Nomor 125);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Bagan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada kotak paling bawah diubah sehingga berbunyi kelompok jabatan
fungsional.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Maret 2023

’f

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 22 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 20
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 20 Tahua 2023

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

PENYESUAIAN SISTEM KERJA
Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja adalah proses dan cara Kkerja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas ASN dalam instansi pemerintah yang
dilakukan dalam suatu sistem degan mengedepankan kompetensi, keahlian,
dan/ atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit
organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok
Jabatan Fungsional dan pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih
Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi
atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas instansi pemerintah. Pelaksanaan
tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim.

Penyederhanaan struktur pada beberapa unit organisasi masih
dimungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur. Pengecualian ini
dilakukan pada unit organisasi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Mekanisme Kkerja pasca penyederhanaan struktur organisasi terbagi
menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :
1. Tahapan Perencanaan

a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi
pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan
pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Level 2 oleh Pejabat Level 1.

b. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat
Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk
tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.

c. Penyusunan rencana pelaksana kegiatan dan anggaran untuk
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pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

2. Tahapan Pelaksanaan
a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.
b. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim.
c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat level 2.

3. Tahapan evaluasi
Melakukan reviu atas hasil pelaksanaan tugas tim kerja atau individu oleh
Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan
dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan dalam
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Tugas Dalam Mekanisme Kerja untuk

Penyederhanaan Birokrasi

‘ o =2

Pejabat Level 1

= G
pefaksanaan
[;: Ya

hegiaun
Tidak
Reviu hasil
pelaksanaan
kegatin
Tidak

3

Timkeria
& D s SN
14

Individu
Pejabat Level 2 l

v Menyusun + Menyusun
KetuaTim Kerja Ui
pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan dan kegiatan
g ﬂ —  anggaran untuk + Membagi
pencapaian peran anggota
Pejabat Fungsional target kinerja tim
dan pelaksana sebagai + Pelaksanaan
anggota Tim Kerja Kegiatan sesuai
perencanaan
' + Penyampian
Pejabat F . I -
ejabat Fungsional pelaksanaan
dan pelaksana
sebagai indiviidu el

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas
dapat dilibatkan dalam Tim Kerja. Ketua tim kerja dapat berasal dari Pejabat
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Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas dalam

melaksanakan fungsi koordinasi/ pengelolaan kegiatan/ pencapaian output

sesuai dengan bidang tugasnya. Berikut ini merupakan ketentuan pelibatan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau pejabat Pengawas

sebagai Ketua Tim

a. Ketua tim kerja yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditunjuk
oleh Kepala Daerah dengan surat penugasan.

b. Ketua tim kerja yang merupakan Pejabat Administrator ditunjuk oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan

c. Ketua tim kerja yang merupakan Pejabat Pengawas ditunjuk oleh Pejabat
Administrator dengan surat penugasan.

Ketua tim kerja melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota

timnya kepada pemberi tugas sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja

pegawai. Pelaksanaan tugas koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian yang Diperlukan Untuk Mendukung Mekanisme Kerja

Pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada Pemerintah Daerah untuk

penyederhanaan birokrasi membutuhkan beberapa penyesuaina, diantaranya

sebagai berikut :

1. Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat Penilai Kinerja
merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan
ketentuan abatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain
yang diberi pendelegasian wewenang.

2. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
Pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau tim
kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi.
Pimpinan Unit Organisasi merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penugasan tersebut, dapat berupa
penugasan langsung atau pengajuan sukarela kepada Pimpinan Unit
Organisasi. Penugasan dapat dilakukan dalam unit organisasi atau antar

unit organisasi.
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Penyesuaian dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan dalam tim kerja atau individu.
Tim kerja dapat terdiri dari satu jenis atau lebih Jabatan Fungsional dan
pelaksana. Di dalam tim kerja ditunjuk seorang Ketua Tim.
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan kepada Pejabat Penilai

Kinerja maupun Pimpinan Unit Organisasi.

Penjelasan terperinci mekanisme kerja pada Pemerintah Daerah untuk

penyederhanaan birokrasi adalah sebagai berikut :

1.

Kedudukan

Kedudukan merupakan penempatan posisi pegawai Aparatur Sipil Negara

dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian tugas dan tanggung

jawab jabatan. Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana ditentukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan yang sesuai dan
diperlukan untuk mencapai Kinerja unit organisasi.

Adapun kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam unit

organisasi pada Instansi Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana dalam struktur organisasi Instansi
Pemerintahan dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung
yang tergambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja masimg-
masing.

b. Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dapat
merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Penetapan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui proses
perencanaan dan dengan mempertimbangkan rentang kendali dan
beban tugas organisasi.

d. Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam suatu
unit organisasi pada instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian

Penggambaran kedudukan pejabat Fungsional dan pelaksana pada unit

organisasi, sebagai berikut :
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Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2) Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

3) Pejabat Adimistrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak
memiliki Pejabat Administrator

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

1) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak
memiliki Pejabat Pengawas

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional

Unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level struktur

Unit organisasi Sekretariat Daerah :

1) Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2) Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

3) Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Adapun penjelasan terperinci dari masing-masing unit organisasi adalah sebagai
berikut :

a.

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama :
1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja

]
: PEJABAT PIMPINAN
: TINGGI PRATAMA

| TS

1 1
PEJABAT PEJABAT
ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 2. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja

e Pada struktur di atas maka kelompok JF dan pelaksana
berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai
Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilaian Kinerja.

e Organisasi yang menerapkan penggambaran ini Dinas, Badan,
Inspektorat dan unit kerja mandiri (unit pelaksana teknis)

Kabupaten yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
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yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja

2) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

> - -

~

PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

—

| 1
PEJABAT PEJABAT
ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 3. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dengan Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

e Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level
Il yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja

e Organisasi yang menerapkan penggambaran ini unit kerja mandiri
(unit pelaksana teknis) Kabupaten yang rentang kendali terlalu luas
dan beban tugas organisasi yang besar dapat menempatkan Pejabat
Fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah Pejabat

Administrator.

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan
tidak memiliki Pejabat Adminsitrator

________________________

PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

\___________“

........................

Gambar 4. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan
tidak memiliki Pejabat Administrator.
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b.

e Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.
Organisasi yang menerapkan penggambaran ini unit kerja mandiri
(unit pelaksana teknis) Kabupaten yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang langsung membawahi Pejabat
Fungsional tanpa memiliki Pejabat Administrator di bawahnya.

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

1).

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

..........................

!
E PEJABAT
:‘ ADMINISTRATOR

| N

.........................

PEJABAT PENGAWAS PEJABAT PENGAWAS

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 5. Organisasi yang dipimpin oleh Administrator dengan Pejabat
Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level
[ yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Organisasi yang menerapkan penggambaran ini unit kerja mandiri
(unit pelaksana teknis) Kabupaten yang dipimpin oleh Pejabat
Administrator yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja dan
Organisasi pada Kecamatan dengan Pejabat Penilai Kinerja adalah

Camat.
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2).

3).

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja

PEJABAT
ADMINISTRATOR
|
pa—— | 1 — | .
{ = ‘
i| PEIABAT PENGAWAS i| PEIABAT PENGAWAS | |
i i i i
" KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA PELAKSANA

Gambar 6. Organisasi yang dipimpin oleh Administrator dengan Pejabat
Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja

e Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level Il
yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

e Organisasi yang menerapkan penggambaran ini unit kerja mandiri
(unit pelaksana teknis) Kabupaten yang rentang kendali terlalu
luas dan beban tugas organisasi yang besar dapat menempatkan
Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah
Pejabat Administrator.

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak
memiliki Pejabat Pengawas

___________________________

. PEJABAT |
i | ADMINISTRATOR i
""" KELOMPOKJFDAN
PELAKSANA

Gambar 7. Organisasi yang dipimpin oleh Administrator dengan Pejabat
Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan tidak memiliki Pejabat

Pengawas

e Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana
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berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level
[ yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

e Organisasi yang menerapkan penggambaran ini unit kerja mandiri
(unit pelaksana teknis) Kabupaten yang dipimpin oleh Pejabat
Administrator yang langsung membawahi Pejabat Fungsional tanpa

memiliki Pejabat Pengawas di bawahnya.

c. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas

\

PEJABAT PENGAWAS

o o o

...........................

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 8. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas dengan Pejabat

Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja

e Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan
di bawah Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku
Pejabat Penilai Kinerja.

e Organisasi yang menerapkan penggambaran ini unit kerja mandiri (unit
pelaksana teknis) Kabupaten yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas yang
langsung membawahi Pejabat Fungsional dan organisasi pada Kelurahan

dengan Pejabat Penilai Kinerja adalah Lurah.

d. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional

o -

PEIABAT
FUNGSIONAL

o o o o o

...........................

Gambar 9. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional dengan Pejabat
Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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€.

e Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan
di bawah Pejabat Fungsional sebagai Pimpinan Unit Organisasi yang
berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

e Organisasi yang menerapkan penggambaran ini unit kerja mandiri (unit
pelaksana teknis) Kabupaten yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin unit kerja mandiri yang langsung membawahi

Pejabat Fungsional.

Unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level struktur

Instruksi penyederhanaan birokrasi adalah menyisakan dua level struktur,
yang artinya unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level
struktur dikarenakan adannya pengecualian atau sementara waktu belum
dapat disederhanakan. Atas unit organisasi tersebut bilama kedudukan
Pejabat Fungsional dan pelaksana ditempatkan di bawah pejabat level 1 atau
pejabat lebel 2 makan pejabat level 3 menjadi pelaksana koorinasi

pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana seperti ketua tim.

Unit organisasi Sekretariat Daerah

1). Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

........................

SEKRETARIS DAERAH H

Kab/Kota JPT PratamaillA|

S — ]

ASISTEN ASISTEN

Kab/Kota IPT PratamailiBi Kab/Xota 1PY Pratama(itB}

|
L I [ |

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
Kab/Xota Adminstrator Kab/Xota Administrator Kab Kota Adminiclrator KabKotd Admunisitator

KELOMPOX JF DAN
PELAKSANA

Gambar 10. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan

di bawah Sekretaris Daerah yang berperan selaku Pejabat Penilai

Kinerja.
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2). Asisten sebagai Pejabat Penilai Kinerja

SEKRETARIS DAERAH

Kab/Kota: JPT Pratama (IIA)

_______________________

[ 1 [ |

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator

KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA PELAKSANA

Gambar 11. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Asisten
sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan
di bawah Asisten yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

3). Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

SEKRETARIS DAERAH

Kab/Kota: JPT Pratama (I1A)

|
[ ]
ASISTEN ASISTEN
Kab/Kota: IPT Pratama (1IB) Kab/Kota: JPT Pratama (11B)

J— peeesions SRNIIEY Wamsnegper====-== W,
{ i i i |
i b i o l
i KEPALABAGIAN  |! || ePALABAGIAN || i|  KEPALABAGIAN || ||  KEPALABAGIAN !
i | xab/kota:Administrator |1 | | Kab/Kota:Administrator | | | | Kab/Kota:Administrator | i || Kab/Kota:Administrator | |
\ 7\ ; \ A ’

’

....................

”
1
\

’
N,

s
]
1
\

KELOMPOK JF DAN : KELOMPOK JF DAN | KELOMPOK JF DAN ! KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA f PELAKSANA ‘ PELAKSANA ! f PELAKSANA

Gambar 12. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala
Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan
di bawah Kepala Bagian yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.
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2. Penugasan

Atas usulan dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja

menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu

pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi. Penugasan tersebut
dilakukan setelah penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan
pelaksana.

Penugasan tersebut dilakukan baik dalam unit organisasi atau
lintas unit organisasi. Apabila diperlukan, penugasan dapat dilakukan
lintas instansi. Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana tersebut diberikan
surat penugasan dan/atau bukti penugasan tertulis lainnya yang
berbentuk fisik ataupun elektronik.

Adapun penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam unit
organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana diberikan oleh Pejabat
Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi baik secara individu
ataupun dalam tim kerja dengan mempertimbangkan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan, dan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi;

b. Pimpinan Unit Organisasi dapat merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan,

c. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim kerja dapat

melibatkan 1 {satu) atau lebih jenis Jabatan,

Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan
tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat
Penilai Kinerja bersangkutan atas usulan dari Pimpinan Unit

Organisasi;

€. Seperti halnya kedudukan, penugasan Pejabat Fungsional dan
pelaksana dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan beban
kerja; dan

f.  Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan
tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau

tugas insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
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Pola penugasan dapat digambarkan dengan struktur penugasan. Atas
pertimbangan tertentu, Pimpinan Unit Organisasi dapat pula berperan
sekaligus sebagai Pejabat Penilai Kinerja. Beberapa contoh penggambaran

struktur penugasan dalam satu unit organisasi adalah sebagai berikut:

a. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level struktur,
dengan Pejabat level 1 sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat level
II sebagai Pimpinan Unit Organisasi.

N PEJABAT PENILAI

id KINERIA

PIMPINAN PIMPINAN
UNIT UNIT
ORGANISASI ' Y ORGANISASI
1 ]
H :
1 )
1 ]
KELOMPOK JF DA HH = KELOMPOK JF DAN H
PELAKSANA a5 tH PELAKSANA

Gambar 13 Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level struktur,
dengan Pejabat level I sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat level Il sebagai

Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Pejabat Level I akan menetapkan kinerja Pejabat Level II.

2) Penilaian kinerja JF dan pelaksana dilakukan oleh pejabat level I
selakuPejabat Penilai Kinerja.

3) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari Pejabat

levelll selaku pimpinan unit organisasi.

Struktur penugasan dengan kondisi di atas diterapkan pada beberapa unit

organisasi, di antaranya adalah:

1) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur,
JPT Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator
sebagai Pimpinan Unit Organisasi)

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit
organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja angka 1.
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2) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Jabatan Administrator (Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur,
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat
Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi).

Tustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit
organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja angka 4.

Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level struktur, dengan

Pejabat Level II sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus sebagai Pimpinan

Unit Organisasi

PEJABAT PENILAI | | PEJA::‘JE:E:'LA'
NINERA DAN PIMPINAN
DAN PIMPINAN : i
o ORGANISASI
ORGANISASI | E GAN
‘ i
1 1
KELOMPOK JFDAN H KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA H a PELAKSANA

Gambar 14 Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level struktur,
dengan Pejabat level 11 sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus sebagai Pimpinan

Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Pejabat Level I akan menetapkan kinerja Pejabat Level II.

2) Pejabat Level II akan memberikan penilaian  kinerja

sekaligus memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
pelaksana.

3) Pejabat Level Il berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku

pimpinan unit organisasi.

Struktur penugasan dengan kondisi di atas diterapkan pada:

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat
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Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)
llustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit
organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur
Mekanisme Kerja angka 2.

c. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan satu level struktur

PEJABAT PENILAI
KINERJA

(") DAN PIMPINAN
UNIT

ORGANISASI

Gambarl5 Struktur penugasan pada unit organisasi dengan satu level
Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Pejabat Level I akan memberikan penilaian kinerja sekaligus memberikan
penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
2)Pejabat Level I berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku

pimpinan unit organisasi.

Struktur penugasan dengan kondisi di atas diterapkan pada beberapa unit

organisasi di antaranya adalah:

1) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
Administrator (Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat
Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi)

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit
organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur
Mekanisme Kerja angka 5.

2) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
Pengawas (Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Pengawas
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit
organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja angka 6.

31 /



d.

3) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
Fungsional (Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat
Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi)
llustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit
organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja angka 7.

Struktur penugasan pada Sekretariat Daerah, dengan Sekretaris Daerah

sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten sebagai Pimpinan Unit Organisasi

SEKRETARIS DAERAH |

ASISTEN - }\ i ASISTEN
! Pimpinan Unit Organisasl H
Kab/Kota: JPT Pratama (11B), ? :
[

' Kab/Kota:JPT Pratama (lIB)

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator
KELOMPOK JF DAN i KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA : PELAKSANA

Gambar 16 Struktur penugasan pada Sekretariat Daerah, dengan Sekretaris
Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten sebagai Pimpinan Unit

Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku ketentuan sebagai

berikut:

1) Sekretaris Daerah akan menetapkan kinerja Asisten.

2) Penilaian kinerja JF dan pelaksana dilakukan oleh Sekretaris Daerah
selaku Pejabat Penilai Kinerja.

3) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari Asisten
selaku pimpinan unit organisasi.

[lustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit

organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja angka 8.
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e.

Struktur penugasan pada Sekretariat Daerah, dengan Asisten sebagai
Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisasi
SEKRETARIS DAERAH

Kab/Kota: IPT Pratama (11A) Wl

4 '
1 | 1 |
[ | 1 |
|
KEPALA BAGIAN : KEPALABAGIAN | | KEPALABAGIAN q KEPALA BAGIAN
Kab/Kota: Administrator | Kab/Kota: Administrator | 1 Kab/Kota: Administrator 1 Kab/Kota: Administrator

[ 1 1 1

1 | 1 |

KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA PELAKSANA PELAXSANA PELANSANA

Gambar 17 Struktur penugasan pada Sekretariat Daerah, dengan Asisten
sebagaiPejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Asisten akan menetapkan kinerja Kepala Bagian.

2) Penilaian kinerja JF dan pelaksana dilakukan oleh Asisten selaku
Pejabat Penilai Kinerja

3) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari Kepala
Bagian selaku pimpinan unit organisasi.

[lustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit

organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja angka 9.

Struktur penugasan pada Sekretariat Daerah, dengan Kepala Bagian

sebagaiPejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi
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SEKRETARIS DAERAH

Kab/Kota: JPT Pratama (11A) "W

|
ASISTEN [ 4 ASISTEN
Kab/Kota: JPT Pratama (11B) I Kab/Kota: IPT Pratama (lIB)
""""""""""""""""" Pejsbatpential | |
' Kinerja dan '
Pimpinan Unit '
Organisas| :

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
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- — -

|
|
|
KEPALA BAGIAN | KEPALA BAGIAN
|
|
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[ | ]
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Gambar 18 Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Kepala Bagian
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Asisten akan menetapkan kinerja Kepala Bagian.

2) Kepala Bagian akan memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

3) Kepala Bagian berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku
pimpinan unit organisasi.

[lustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit

organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur
Mekanisme Kerja angka 10.

Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang tergambarkan
dalam struktur penugasan merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau
individu yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk mencapai
tujuan dan kinerja organisasi. Penugasan dalam tim kerja dan/atau
individu oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Pejabat Fungsional dan
pelaksana tersebut merupakan strategi dari Pimpinan Unit Organisasi

dalam mencapai kinerjanya.
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Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana, baik secara individu atau

dalam tim kerja, dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Penunjukan

Penunjukan merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana

langsung dari Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi

untuk melaksanakan kinerja tertentu. Penunjukan dapat dilakukan di

dalam unit organisasi atau lintas unit organisasi. Namun demikian, jika

dipandang perlu, penugasan baik secara individu maupun tim kerja dapat

melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas

instansi.

1)

2)

Mekanisme penunjukan di dalam unit organisasi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berada di

dalam unit organisasi yang sama dilakukan langsung oleh Pimpinan

Unit Organisasi bersangkutan (ilustrasi pada Gambar 19).

£ PEJABAT PENILAI
\ KINERJA

PIMPINAN [

PIMPINAN
UNIT . v UNIT
ORGANISASI / L Penugasan Penugasan ORGANISASI
Penugasan JF JF dan JF dan Penugasan JF
dan Pelaksana Pelaksana Pelaksana dan Pelaksana
dalam Tim sebagai  sebagai dalam Tim
individu individu
I ‘ .- LTt URIURIL
KELOMPOK JF DAN . t KELOMPOK JF DAN
L PELAKSANA - | PELAKSANA | |
. PR ...‘.,,..I., . e AEE |
e It B -
1 { 1
Q.90 W e e.& :j
JF Pk wetus  JF : IF [ I : 1 IF 1 : ¥ »-:u .'..:. * -i
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Gambar 19 Mekanisme penunjukan di dalam unit organisasi

Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat lintas unit

organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a)

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana kepada
Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional atau

pelaksana dimaksud berada dengan tembusan Pejabat Penilai
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b)

d)

Kinerja bersangkutan;

Terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat
Fungsional atau pelaksana dimaksud berada, memproses dan
menjawab permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana tersebut;

Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional
atau pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana, maka dengan rekomendasi dari
Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat
Fungsional atau pelaksana dimaksud berada menyusun surat
penugasan untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau
pelaksana yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan
pemohon di dalam surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana; dan

Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional
atau pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinerja
dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud berada
menjawab surat permohonan pelibatan tersebut dengan alasan
mengapa tidak dapat menyetujui permohonan.

Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana

tercantum dalam daftar gambar (ilustrasi pada Gambar 20).

3) Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instansi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat lintas

instansi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a)

b)

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau pelaksana kepada Pejabat yang Berwenang dengan
tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya;

Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari instansi lain
maka kemudian Pejabat yang Berwenang tersebut mengirimkan
surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana

tersebut kepada Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju;
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d)

Apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwenang instansi yang
dituju, maka Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju
menginstruksikan PejabatPenilai Kinerja Pejabat Fungsional atau
pelaksana untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana
yang bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam
surat permohonan pelibatan;

Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsional
atau pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dengan rekomendasi
Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau
pelaksana berada menjawab ketersediaan Pejabat Fungsional
atau pelaksana yang bersesuaian dengan kriteria yang
dibutuhkan di dalam suratpermohonan pelibatan;

Apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut:

(1} Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional

atau pelaksana yang ditugaskan kepada Pejabat yang

Berwenang.

Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui surat
jawaban permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat
Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan, Pejabat yang
Berwenang mengirimkan surat jawaban permohonan

kepada Pejabat yang Berwenang pemohon.

(2) Berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh Pejabat
yang Berwenang, maka Pejabat Penilai Kinerja atau
Pimpinan Unit Organisasi yang dituju menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai daftar Pejabat
Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan untuk bekerja
sesuai pelibatan tersebut.

(3) Berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka
Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat
penugasan dan/atau bukti penugasan secara tertulis untuk
kemudian disampaikan kepada Pejabat Fungsional atau
pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan Pejabat yang
Berwenang instansi bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja
bersangkutan, dan Pejabat yang Berwenang instansi

pemohon.
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(4) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab sebagaimana tercantum dalam daftar gambar

{(illustrasi pada Gambar 21).

Surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana pada
mekanisme penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi atau lintas

instansi sebagaimana disebutkan di atas, paling sedikit memuat:

1) maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional
dan pelaksana,;

2) kompetensikeahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

3) ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan pelaksana
yang akan ditugaskan; dan

4) durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana.

b. Pengajuan sukarela

Pengajuan sukarela merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional atau
pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Pengajuan sukarela bertujuan untuk memberikan ruang peran
aktif bagi Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk dapat membantu
pelaksanaan kinerja organisasi yang sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilannya, namun belum masuk ke dalam tugas yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengajuan sukarela hanya dapat dilakukan di
dalam unit organisasi Pejabat Fungsional bersangkutan dan lintas unit

organisasi pada Pemerintah Daerah.
Pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1)  Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit organisasi

a)  Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan keinginannya
secara lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja
tertentu kepada Pimpinan Unit Organisasi,

b}  Apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan
Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana
untuk melaksanakan kinerja tertentu tersebut.

¢) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (ilustrasi pada
Gambar 22).
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Gambar 22 Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit organisasi

2) Mekanisme pengajuan sukarela yang bersifat lintas unit organisasi

a) Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat
permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja
kepada Pimpinan Unit Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka
Pejabat Fungsional dan pelaksana menyampaikan surat
permohonan persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit
Organisasi yang dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan
tembusan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan

c) Apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan menyetujui maka
Pejabat Penilai Kinerja menyusun surat penugasan untuk
menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk
melaksanakan kinerja yang berada di Pimpinan Unit Organisasi
dituju.

d) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana
tercantum dalam daftar gambar (ilustrasi pada Gambar 23).

Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan tugas Pegawai ASN dapat dilakukan dalam tim kerja atau

individu. Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dalam tim
kerja adalah:

a. Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan Pegawai ASN
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yang berasal dari satu unit organisasi dan/atau lintas unit organisasi;
Bilamana diperlukan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat
melibatkan Pegawai ASN yang berasal dari lintas Instansi;

Dalam tim kerja, pimpinan unit organisasi dapat menunjuk salah satu
Pegawai ASN sebagai ketua tim kerja berdasarkan keahlian dan/ atau
keterampilan;

Pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dari lintas unit
organisasi dan/atau lintas Instansi, Pegawai ASN yang berperan
sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik
kinerja tersebut;

Jumlah tim kerja dan jumlah Pegawai ASN dalam tim kerja merupakan

strategi dari Pimpinan Unit Organisasi.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana terdiri atas:

a.

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dilakukan oleh Pejabat
Fungsional dan pelaksana secara individu ataupun dalam tim Kkerja.
Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi secara individu dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1} Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
secara individu, Pejabat Fungsional atau  pelaksana
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan  yang
diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerjaunit organisasi;

2)  Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional dan
pelaksana merupakan penjabaran atau turunan dari tugas,
fungsi, dan kinerja unit organisasi;

3) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
secara individu, Pejabat Fungsional atau  pelaksana
memperhatikan:

a) arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;
b) target pencapaian kinerja unit organisasi;
c¢) keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian Kkinerja

Pejabat Fungsional atau pelaksana lain dalam unit organisasi.

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dalam tim kerja dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

40 /



1)

2)

3)

S)

6)

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim
kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
pelaksana dalam unit organisasi;

Tim kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai arahan dan
strategi Pimpinan Unit Organisasi,

Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan
dan kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Organisasi untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;
Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara
berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim Kkerja, sebagai
bahan input pengambilan keputusan dan pemberian arahan;
Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan
Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan

kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit organisasi

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam tim kerja

lintas unit organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja lintas unit organisasi
dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi lintas unit organisasi;

Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai

arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja;

Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja untuk

diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi
dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim
kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit

Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana dimaksud
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berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi
unit organisasi masing-masing;

5) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan

6) Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan

kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Instansi

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam tim kerja

lintas Instansi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja lintas Instansi dilakukan
untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi lintas Instansi;

2) Tim kerja lintas Instansi dapat dibentuk untuk melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai target kinerja unit organisasi
pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau
untuk mendukung program strategis lintas Instansi Pemerintah;

3) Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai
arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja
pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau arahan
pimpinan Instansi Pemerintah pelaksana fungsi;

4) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan
dan kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana
fungsi untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

5) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi
atau lintas Instansi dalam menyelesaikan permasalahan dan
kendala dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan
dan kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-
masing Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan Instansi
Pemerintah dimana Pegawai ASN dimaksud berada untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi
atau Instansi Pemerintah masing-masing;

6) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya

berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan
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7)

Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan

kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja diperlukan adanya pembagian tanggung

jawab. Adapun pembagian tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan

Unit Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim adalah sebagai berikut:

a.

Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja meliputi:

1)
2)

3)

4)
S)

menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja organisasi;
memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi,

memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola,

dan sumberdaya yang optimal;

memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan

memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan

fungsiantar unit organisasi.

Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi:

1)
2)
3)

4)

5)

menyusun dan menetapkan rencana kegiatan,
menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan,

memberikan arahanterpadu, input, dan feedback atas
pelaksanaankegiatan;

memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar
tim; dan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

Tanggung jawab Ketua Tim meliputi:

1)
2)

3)

4)
S)

6)

menyusun rincian pelaksanaan kegiatan,;

membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,
dan/atau keterampilan

melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai
Kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai

bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan

pelaksana; dan

melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar

anggotatim.
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4.

Tanggung jawab Anggota Tim meliputi:
1) menyusun rencana kerja individu;
2) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim; dan

3) melaporkan hasil kinerjanya kepada Ketua Tim.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Terdapat dua macam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

a.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana secara individu

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana secara
individu, maka Pejabat Fungsional atau pelaksana melaporkan

pelaksanaan tugas secara langsung kepada Pimpinan Unit

Organisasi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam tim kerja

1) Pegawai ASN yang berperan sebagai anggota tim melaporkan
pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
2) Pegawai ASN yang berperan sebagai Ketua Tim melaporkan

pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi.

C. Transformasi Manajemen

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi terdiri dari tiga tahap, yaitu

penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian

sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja sebagai tahapan untuk mendukung

optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, merupakan bentuk dari

pelaksanaan transformasi manajemen. Penerapan transformasi manajemen

secara efektif akan mewujudkan terciptanya pola kerja baru di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Selanjutnya agar optimal dalam penerapannya, maka pimpinan Perangkat

Daerah mengawal, mengendalikan, dan mendukung pelaksanaan penyesuaian

sistem kerja di masing-masing Perangkat Daerah melalui:

1.

2.

Dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:

a.

b.

C.

pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
penjaminan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi; serta

fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi.

Dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:
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penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi; dan

penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja.

D. Contoh Penggambaran Alur Mekanisme Kerja

Penggambaran alur mekanisme kerja merupakan penggambaran dari unit

organisasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan

dengan karakteristik organisasi. Penggambaran alur mekanisme kerja

digunakan sebagai acuan dalam menyesuaikan sistem kerja yang dilaksanakan

di lingkungan Pemerintah Daerah.

1.

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
PimpinanTinggi Pratama

(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator

sebagai PimpinanUnit Organisasi)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Level 1, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional dan
pelaksana pada struktur ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Pejabat Administrator yang merupakan Pejabat Level 2 dalam struktur ini
berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit

organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan
Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian
tanggung jawab target kinerja bagi Pejabat Administrator. Selanjutnya
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama akan memberikan arahan dan
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja
bersama. Atas arahan tersebut kemudian Pejabat Administrator
merumuskan strategi pencapaian target Kkinerjanya. Arahan dan
ekspektasi target kinerja disampaikan Pejabat Administrator kepada

Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasinya.

Penyelesaian target Kkinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit organisasi lain akan

melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
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pelaksana lintas unit. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam
Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23. Penyelesaian target kinerja
dalam bentuk kegiatan dilakukan, baik secara individu ataupun tim
kerja, sesuai arahan dan ekspektasi target kinerja Pejabat

Administrator.

Selanjutnya Pejabat Administrator menentukan penunjukan
ketua tim kerja untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja. Pada
tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat Fungsional dan
pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun tim kerja
bersama Pejabat Administrator menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut
saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
oleh Pejabat Administrator dan/atau ketua tim. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Pejabat Administrator oleh individu atau ketua tim.
c. Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai
dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan kegiatan
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dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada unit organisasi tersebut di atas dapat

diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam Gambar 24

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama
(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai

Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Level 2, yakni Pejabat Administrator, sehingga pada
unit organisasi ini Pejabat Administrator berperan sebagai Pejabat Penilai
Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit

organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian
tanggung jawab target kinerja bagi Pejabat Administrator. Selanjutnya
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama akan memberikan arahan dan
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja
bersama. Atas arahan tersebut kemudian Pejabat Administrator
merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya. Arahan dan
ekspektasi target kinerja disampaikan Pejabat Administrator kepada

Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasinya.

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit organisasi lain akan
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam
Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23. Penyelesaian target kinerja
dalam bentuk kegiatan dilakukan, baik secara individu ataupun tim
kerja, sesuai arahan dan ekspektasi target kinerja Pejabat

Administrator.

Selanjutnya Pejabat Administrator menentukan penunjukan
ketua tim kerja untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja. Pada

tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat Fungsional dan
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pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun tim kerja
bersama Pejabat Administrator menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan
menguraikan kegiatan, dan anggaran yang telah disusun pada tahap
perencanaan oleh individu, tim kerja, atau ketua tim. Selanjutnya bagi
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
Berdasarkan perannya, Pejabat Fungsional atau pelaksana

melaksanakan kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan

pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Ketua Tim. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target disampaikan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim

Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai
dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi tersebut diatas dapat

diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam Gambar 25.
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, JPT Pratama sebagai Pejabat

Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi 1 (satu) level struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dengan kata lain
Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini
adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dikarenakan struktur pada unit
organisasi ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama juga berperan sebagai
Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi
menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Selanjutnya Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama memberikan arahan dan merumuskan
strategi pencapaian target kinerjanya. Arahan dan ekspektasi target
kinerja disampaikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada

Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasinya.

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit organisasi lain akan
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam
Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23. Penyelesaian target kinerja
dalam bentuk kegiatan dilakukan baik secara individu ataupun tim
kerja sesuai arahan dan ekspektasi target kinerja Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama.

Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menentukan
penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim
kerja. Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyusun
rencanapelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target

kinerja.

19 /



Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja.

Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik
atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-
waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Ketua Tim.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target,
disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu

atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan
dinyatakan selesaisetelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target

yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 1 Level
Struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan

sebagaimana tercantum dalam Gambar 26.
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
Administrator

(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan
UnitOrganisasi)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Level 1, yaitu Pejabat Administrator. Dengan kata
lain Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur ini adalah Pejabat Administrator. Pejabat Pengawas yang
merupakan Pejabat Level 2 dalam struktur ini berperan sebagai Pimpinan
Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Administrator selaku
Pejabat Penilai Kinerja menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.
Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar penentuan pembagian
tanggung jawab target kinerja bagi Pejabat Pengawas. Sebagai tindak
lanjut dari pembagian penanggung jawab target kinerja, Pejabat
Administrator atas rekomendasi Pejabat Pengawas menugaskan
Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu pelaksanaan
tugas Pejabat Pengawas. Rekomendasi tersebut merupakan hasil
pertimbangan atas kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan
Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi untuk

membantu menyelesaikan target kinerja Pejabat Pengawas.

Pejabat Pengawas merumuskan  strategi pelaksanaan
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan
tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit, serta
penentuan kebutuhan atas ketua tim. Penyelesaian target kinerja
yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari
lintas unit organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses
permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21, dan
Gambar 23.

51



b.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana, baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja, bersama Pejabat Pengawas menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peran  dilakukan  berdasarkan kompetensi,

keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dehgan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut
saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
oleh Pejabat Pengawas dan/atau ketua tim. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Pejabat Pengawas oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai
dengan target disampaikan kepada Pejabat Administrator untuk
ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat
Administrator menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan

telah sesuai dengan target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Administrator (Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur,
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat
Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan

sebagaimana tercantum dalam Gambar 27
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Administrator

(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Administrator
sebagaiPejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi 1 (satu} level struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Level 1, yaitu Pejabat Administrator. Dengan kata
lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur ini adalah Pejabat Administrator. Mekanisme pengelolaan
kinerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Kkinerja pegawai. Pejabat Administrator dalam
struktur ini berperan juga sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme
kerja pada unit organisasi ini sebagaimana tergambarkan pada gambar

diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Administrator
selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan Unit
Organisasi menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Pejabat
Administrator akan memberikan arahan dan merumuskan strategi
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan
tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit, serta
penentuan Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit
organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana lintas wunit organisasi. Proses

permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21,dan
Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja bersama Pejabat Administrator menyusun rencana

pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target

kinerja.
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Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan Kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut
saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu

oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan

kepada Pejabat Administrator oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai
dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau
tim kerja untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Pejabat Administrator menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan

ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Administrator (Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur,
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan

Unit Organisasi) dapat diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam
Gambar 28.
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
Pengawas
(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Pengawas sebagai

Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi 1 (satu) level struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan Dbertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Level 1, yaitu Pejabat Pengawas. Dengan kata lain
Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini
adalah Pejabat Pengawas. Mekanisme pengelolaan kinerja mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kinerja pegawai. Pejabat Pengawas dalam struktur ini berperan juga
sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi
ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Pengawas
selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan Unit
Organisasi menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Pejabat
Pengawas akan memberikan arahan dan merumuskan strategi
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan
tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta
penentuan kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja
yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
dari lintas wunit organisasi harus melalui proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi.

Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar
21,dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja bersama Pejabat Pengawas menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
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pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik
atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-
waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau Ketua Tim. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target,

disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh individu atau ketua tim.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai
dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau
tim kerja untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan Kkegiatan
dinyatakan selesai setelah Pejabat Pengawas menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan

ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Organisasi yang
Dipimpin oleh Pejabat Pengawas (Unit Organisasi dengan 1 Level
Struktur, Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan

Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan sebagaimana

tercantum dalam Gambar 29.

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Fungsional

(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Fungsional

sebagaiPejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)
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Pada unit organisasi 1 (satu) level struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Level 1, yaitu Pejabat Fungsional yang
memimpin unit organisasi. Dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja bagi
Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah Pejabat
Fungsional. Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi dalam
struktur ini berperan juga sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme

kerja pada unit organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Fungsional yang
memimpin unit organisasi selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus
selaku Pimpinan Unit Organisasi menyusun dan menetapkan
perjanjian kinerja. Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi
akan memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian
target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam
bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit, serta penentuan
kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari
lintas unit organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses
permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21,dan
Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat Fungsional
dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun tim kerja
bersama Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasimenyusun

rencana pelaksanaan Kkegiatan dan anggaran untuk pencapaian

target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.
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Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian,

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau

sewaktu- waktu

oleh Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi dan/atau
Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target, disampaikan kepada Pejabat Fungsional yang memimpin unit

organisasi oleh individu atau ketua tim.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Fungsional yang memimpin unit
organisasi meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang tidak sesuai dengan target ataupun ekspektasi
dikembalikan kepada individu atau tim kerja untuk disesuaikan
kembali. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat
Fungsional yang memimpin unit organisasi menerima hasil

pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan

ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Fungsional (Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat
Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit

Organisasi) dapat diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam
Gambar 30.

Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah

(Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten
sebagaiPimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah dengan

struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada di
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bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Level 1, yaitu
Sekretaris Daerah. Dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat
Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah Sekretaris Daerah.
Asisten yang merupakan Pejabat Level 2 dalam struktur ini berperan
sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi

ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah selaku
Pejabat Penilai Kinerja menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.
Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar penentuan pembagian
tanggung jawab target kinerja bagi Asisten. Sebagai tindak lanjut dari
pembagian penanggung jawab target kinerja, Sekretaris Daerah atas
rekomendasi Asisten menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana
untuk membantu pelaksanaan tugas Asisten. Rekomendasi tersebut
merupakan hasil pertimbangan atas kebutuhan jumlah, jenis, dan
jenjang Jabatan Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit

organisasi untuk membantu menyelesaikan target kinerja Asisten.

Asisten merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian target
kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk
Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan
atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit
organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses permohonan

pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21,dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja bersama Asisten menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau

pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
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tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.
Pembagian peran dilakukan Dberdasarkan kompetensi, keahlian,

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan

tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Asisten dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Asisten oleh individu atau ketua tim.

c. Tahap Evaluasi
Pada tahapan evaluasi, Asisten meninjau hasil pelaksanaan

kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target
disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditinjau. Pelaksanaan
kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah menerima hasil

pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang

diharapkannya.

Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah (Sekretaris Daerah
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten sebagai Pimpinan Unit

Organisasi) dapat diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam
Gambar 31.

Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah

{Asisten sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian sebagai
Pimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah dengan
struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Level 2, yaitu
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Asisten. Dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional

dan pelaksana pada struktur ini adalah Asisten. Kepala Bagian yang

merupakan Pejabat Level 3 dalam struktur ini berperan sebagai Pimpinan

Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

a.

Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah yang
menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten sebagai
penanggung jawab atas target kinerja tertentu. Selanjutnya Asisten
selaku Perjabat Penilai Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang
telah ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah akan membagi dan
menunjuk Kepala Bagian sebagai penanggung jawab atas target
kinerja tertentu. Sebagai tindak lanjut dari pembagian penanggung
jawab target kinerja, Asisten atas rekomendasi Kepala Bagian
menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu
pelaksanaan tugas Kepala Bagian. Rekomendasi tersebut merupakan
hasil pertimbangan atas kebutuhan jumilah, jenis, dan jenjang
Jabatan Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi untuk

membantu menyelesaikan target kinerja Kepala Bagian.

Kepala Bagian merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian
target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam
bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit, serta penentuan
kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari
lintas unit organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses

permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21,dan
Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja bersama Kepala Bagian menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
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Tahap Pelaksanaa

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi,

keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Kepala Bagian dan/atau Ketua Tim. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan

kepada Kepala Bagian oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Kepala Bagian meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai
dengan target disampaikan kepada Asisten untuk ditinjau. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target ataupun ekspektasi
disampaikan dan ditinjau oleh Sekretaris Daerah. Pelaksanaan
kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah menerima

hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target

yangdiharapkannya.

Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah (Asisten sebagai
Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian sebagai Pimpinan Unit

Organisasi) dapat diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam
Gambar 32.
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10. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah

(Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit

Organisasi)

Pada unit organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah dengan
struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Level 3, yaitu
Kepala Bagian. Dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat
Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah Kepala Bagian. Kepala
Bagian yang merupakan Pejabat Level 3 juga berperan sebagai Pimpinan
Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi inidapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah yang
menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten sebagai
penanggung jawab atas target kinerja tertentu. Selanjutnya Asisten
berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan dibagi oleh
Sekretaris Daerah akan membagi dan menunjuk Kepala Bagian

sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu.

Kepala Bagian merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian
target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam
bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan
kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari
lintas unit organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses

permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21, dan
Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja bersama Kepala Bagian menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
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Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan Kkegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan Kkegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu- waktu oleh Kepala Bagian dan/atau Ketua Tim. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan

kepada Kepala bagian oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Bagian meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai
dengan target disampaikan kepada Asisten untuk ditinjau. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target ataupun ekspektasi
disampaikan dan ditinjau oleh Sekretaris Daerah. Pelaksanaan
kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target

yangdiharapkannya.

Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah (Kepala Bagian
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi) dapat

diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam Gambar 33.

64 /



€9

isesuediQ Jiun sequr jejisiog Sued uesnfunusd SwWSIUENIN 07 Tequed

uesefnuad
JRINS BWUSUSH

uesednuad
jeans yenquapn

renses Suesk sered
Fuel euesyepd kit ey sy
uep Jf lsepuauwroyss .ﬂ!ﬂlvﬁﬁ% _n-v_& dﬁﬁ ©
uesredure uspy iy
enses renses
ueuoyouwed wen(mesiad Sued euesyepd Fued euesyepd uep J4p
ueqesel jeins yenquapy uep [ ISepustIoNal ISEPUSIONEL BJUTWS
BUILIBUBJ

nlmes sepn ueqemel uereqied eueuoyowsad
Jeins jenquispy hl Lo | JeIns BWLL US|
weyeqiad D
B By |
BSIPs Jeins uewWLEUS 3 ”
Y \ 4
ueyeqrad ueyeqiad
weuoyountad weqemel weuoyouusd yeins
UeSNqa) BWUSUS|

JeIns UeSNqua) BWLSUS|

NVINCNANTd FNSINVIIN dVEINVD 'V

AVANYD AVILIAVA °II



\\ 99

reusajuj sejury jepisiag Suek uesnlunusd swsIuesdA g Jequren




L9

isestuesiQ Jiun sejuury Jejisiag Suek earesng uesnfunusd swWSIUBYIN €7 requien

weyeqred
weuoyousd
nfnyes sepn
Jeans ueyredweiuap

ueyeqred
ueuoyouwad
wenfmesiad
Jeins ueyreduwelus iy

h 4

uejeqied veuoyounad
Jeins wenfmesiad
uesredure{us iy

ueeqrad
ueuoyouLsd

jeans uenfmpasiad

BUILIBUS

uereqipd

uesefnuad jeins JenquUIBN € BA eueuoyouuad yeins weuoyounad Jeins
uen(mested ewrteusy uesSNqUIs} BUWILILBUSN
v
uereqred uereqipd
weuoyounad jeins ueuoyouLad jeIns
UesnquIa) YWLBUS| uesnquIa) BUILIBUS




\4\ 89

(rsestuediQ yun ueurdwid reeqas Jojensiurupy jeqefod uep eliaupy refrusd jeqelod reSeqes ewejeld B38ur], uveurduld jeqefod “Inpnng (9427 g ueSuap isestuediQ jun)
ewejeld B8ul], veurduy jeqeldd yaro urdundiq Sued isesiuediQ jiun eped 1oy SwWSIUesPW +g Jrequren

]
BA
jun sy
o |, e wuesyead wlsoy wiL
Ar nEad
wn wofius npApUt u,
sepn uwep wn enay vpeday L on wA
—{ ymeq uedum usuaquad &
| UBP NI{UM-MIHBMIS
ferextaq uenwaIag wfroupy 1981 yun uliouny 19318)
supyadsya segLeDy sejun suesyeRd TsepR{ads IseyLe
, UED ‘HERIE UE{LLquIIu [dr weneqrag UBp ‘UBYRIE TENHIGUIT
| ‘umydeauap UBUOOULIA] $I801 weydejauap
wlrouny
1o8re; wer -uwn-
» | ¥mun ver
ey 1 uejedoy € o BUBOUAl UnSnAUIN
sefm UBETESHBI] HIVE
epTESEad unsnAuap
NIS8Y BWLIIUIN
elioury 1981e ueredsouad slouny jalre weedeouad
uep uee oy usenesyuRd — qesmeffunifueaad redeq;
v AU [SEUTIooy Iojensmmmpy jeqelad
amersay UEp UBYEIE UB{LIqWIN smfumusm uep Bequay
é uesnesyERd v
TISeY BLRUAN IojensiuTmpy R—— dmwv_ =
1equlag ISEuTpIoo: uefoeliag uede
R e Te | | el o)
%) aup i veseSnuapn wloupy uepuBOUAY
ISVATIVAR NVVNVSYVTad NVVNVONTJHd

VOdad FINSINVEN dVENVD ‘9



\ 69

(rsestuediQ yun ueurdwid uep ellouny refruad jeqefod redeqas Jojensiunupy jeqefod ‘aniynng (9497 g ueduap isestuedio run)
ewrejelq 183ur], veurdurd jeqefdd yoo urduidiq Sued sestuediQ yun eped eIy swWSTUBSRN ST requren

ussueouarad 1 wn mosiue
PR | | R T ueerdoy uweESYERd wead Bequisy
‘ v 7 A
, wn 108Ame epeday yEq ameroy =
wedum weuaqmad wep npEs pepad

7 n!nﬂe_ oy | LPTP45S ferensoq memumsay | | werous umenAuon
[ wesyerad iee i

nsey ‘wofdue

eyred —Iﬂnj ﬂuﬂﬂ.un Bequ efroupy 19frm
.E‘_:_ uhasosi [ — h Jmyun uemsine

| wernEOUAtad b
7 FeNSs UMy el1auny 198 ‘uerBord o,
[
1
[




0L

(rsestuediQ Jrun ueurdurd uep el1aury refruad jeqefod reeqas eurejeld LA “INNIS [ [ ueguap isesiuesiQ jrun)
euwrejeld 183ur], veurdurd jeqefdd yojo urdundiq Sued sestuediQ un eped 1oy wSIUBNIN 97 Jequien

wm ejoffiue

umerBay unueR{Eiag uerad [Bequapy
o = S | (‘1 v A
su:atd:ia}n ueperday
Areq upaquiad ueemesyEpad
,, i 5:“.?3!5. UBIOUL UNSNAUIW
| aee | | uwe
7 i‘&ji&&
gl——'-_ ot umwuRoUaad [Enyes wy e1083un
[ wmeAuaw =QMN”£ e p—— werad Bequop wlrauny
wizsury ueredeouad
% Jalrem o
sy weeduonad || e rud8us
o WwSAwad
7 uesuesyERd Uepprinats
BuEOUAL [ BuTEsIag wl1suny
v_.ﬂa umnduapw agxnﬂﬂ:raéum — ®A elrouny] 12819 198w ueredeouad uep
‘ sull UBTIOYOTLIA] S80I weredeouad | weyEioy veeuEsyERd
nlﬁa.._zu_& 1088w daens FTITM [SBUTRIOOY UEp
A@ ey i A m TESTITTIS TBYRIE UR{LGUID)
0y gy Wty NI m wmay Euﬂas.
b ¢ Aireq uedum uetaquiad oy % eloy Wil npwpy)
s TEp NP{EM-TIBMIS wlrouny 1981nm un s
g sl ISEULER il
L i wep ‘wEreI b S s e umfurlag mednausd
' weuaquUIaT JEEIIep Tep ‘TeyeIn wep weunsnAuad) e
s ‘mnydmanapw L e e G BlIuD| UEEUBOUAIA]
elouny
uweteouand umBiioy ”Mﬂsg
T umesay ouLs wep ey
BUBOUAI UNSNAUIN
ISVATVAR NVVNVSHVTEd NVVNVONTIIEd




1L

(isestueuQ yun uveurduy redeqas semeSuad jeqelod uep eliaury refiuad yeqefod redeqas Jojensmuipy jeqefdd anpinang (247 g ueduap isesiuediQ jun)

Joyensrurupy jeqelod ysjo urdwidiq Sued isestuesiQ jun eped el1ay] JwS[UBSRIW L7 Jequren
wp woddue
wn wofdue ueiad 1Bequapy
epeday A
_ @ Areq q&ﬁnﬂs i s umurday
PR uzpaq rensas
wop nopem (€] uepestan T e
-np[emas ureUBS T[] unsniuspy
| | | /orewaq r
ey umpiEay SmE
nsey nisey R _.Souwﬁ_a. it
A
useueouad ot
emsas mnwiday | | "UpeeiRd
uwBnEsYe[Rd tmenAuop
e Aw
uewuesyed nsey @ B —MAY
owyred meiuap
wy god8ue
sedm wep mm emay epeday
Ty syreq wedum wepaquiad
nsey uBp N EA-NENIS
BUILIDUIN [eresiraq menwaag
uesuBOUATad » ﬂ§
. i uEOuL
UEUESY B[] msniuspy
uloupy j08re; weredeouad ef1ouny 1381e weredeouad
uep ueyerday uvsuesyerd P qeaweBunifuenad
umerday Jun ISTTpIooy reduqos seaeduad 1eqeiag
léfl uermesERd TEp URELE TE{UAqUan Fnfunuour uep dequon
nsey JeqIEN v
ex semeduag 1eqelag 1seurpiooy BrIBsIoq felroumy weifueliag
raeq 1p Buesyeiad € uloupj 1981e ueredwouad guﬂ&sgilla
uEp i veiseinuap 1aens wesnmnIag slioun] usBUBOUAIA]
(vosaros)
ISVATVAR NVVNVSHVTIEd NVVNVONITIIL




cL

(sestue810 yun ueurdug Uep efIdury refiuad yeqeldd refeqas Jojensiunupy jeqeldd niynng (947 [ uesuap Isesiuesio un)
Joyensiurupy yeqefdd yoro urdundiq Sued sesiuedio jiun eped eIy SWSIUBYIN 87 TequIe)

Eu!&nugaq&g




€L

(isestues10 yun ueurdug wep efdury refruad jeqefdd refeqas semesuod yeqefod Iniynng (947 [ UeSuap Isesiuesio un)
seme8uad 1eqefod yoro urdundiq Suek sesiuedio yun eped el19y] SwWSIUBPN 67 requred

wy woddue uepuwouatad wm
u&qﬂ.nﬂ.aws!_ | "msos mmioy 4 modBus muiad
ﬁw:ﬂ-&.ﬁxﬁ!ﬂﬁ& uBBIES e 1Bequiapy
Jeresiaq uBNmILS] L
S| | R - | — umeday
ussuesyEpRd duln-n.;ﬂ_uﬂ uenusouarad
< wm woffue
nsey nsey rems BN € yard Sequow
umyredueiuap werEnsaluag nnqn.-—l
ey
ueenesywad
UBOUL UNSNAUS
— sefn wm mofue wep whn
6’ weEmEsErad sy wpeday Hireq
BUTLIUIN UBP NIEM-NDEMIS
B[E3{19q TENWILII]
(o= )
mnses |
_|Ew—|_l _IEI_‘

ISVNIVAE NVVNVSHVTEd




YL

(isestue81Q Jun ueurdwid uep eloury refruad jeqefod redeqas reuorsduny jeqefod ‘ansnaig (947 [ ueduap isestuediQ jrun)
reuorsguny yeqefod yajo urdundiq ued sestuedio jiun eped el1ay] swsiue ol O requren

um wlofdue epeday
A wedum uptiaquiad || ﬂﬁgﬁi <« ™ ﬂﬁ
uEp Myem-nemss % uerad AN
[emeiiaq mEnmayag s g
e Y
i m— — ol
umeday  —  umesay
uve T - _‘.. — — Elﬂsg
nsey ey g ejo8due Blrouny 108mm
ok ENsos uMeEy
umppdumiualy | | wwEnsaluag f—— uend Bequan rofimy || EdEOUSd
_|+ ﬂ-ﬂﬂnﬂﬁ-g unredfue
cemdsue || TEP TEIwEay
weurSay s wep umuiBoy “‘mrexdoxd
Ty ‘mreaford Tt
UBIOUL UNSNATIN BUBOURL
u-!ﬂogus-_ua unsnAuap
unsnAupN un
sy suesyerad BUIBSISq
usjeqiad < £ elouny 1080 o8xey weredeouad usp
um % UBTOYOULI g u_a_:_u.n. * usedeouad umerdoy ueenusyERd
sebg moddue uep wn e S380I] qaﬂ-n..na- Amun SEUTPIOOY Uep
1 ey wpeday ipeq L ...Uu-:._wv_ . TS UBEIE TELIAQUIIA
nsey et RN Prarpuy
uep npEs : 2 yum swuy _l+
v Baioe fuppan 1o8re e [ .
TEnwaIag Wiy , /4r niad loury 19819 rsuppadsr
L, By wep ‘weEIE € epn — ISEYYLIBTY UBp uefuelray wedmauad
g UENLIAQUIIW ‘UBYRIB UBLISGIam uep weunsniuad)
‘ueyderouapy ‘amydemouapy wloun| uwBTEOTAIAY
19dre ueredesuad
mreTEouaTad e ynjun uereifue
| rensos umeBa] €— u.g. o uep wmeay
UBBUBR{EI3q umsniuapy ueeuesyupd
unsniuapy
ISVATVAR NVVNVSHVTEd NVVNVONTNAd




CSL

(rsestuediQ yun ueurduid redeqas udjsisy uep elraurny reiuad 1eqelod redeqas yeroeq SLelaas)
yeade(] jerejon(as eped el1ay swsiueo [ € requren

o i Fo—y
‘‘‘‘‘ Stz Bequisn

+ AHieq uedum ueenesuatad

N

il

wlroupy 108re weredeouad eliouny 1081m

e uep uererioy uveuesyerd ueedeouad qeme{Bundfueuad

ATUT [SEUTRIO} < TE88q9s RISE(] UANSISY

i UEp UEYEIS UW{LIGUIDN ynfunusm wep requiapy

['Seq BwLISuIN
qemBq 1p vuesyead wlrouny 19ine; ey uep
uep 4 veyseSnuopw daens nesnmmIog eloun] urpuROUAI]
ISVATVAR NVVNVSHVTEd




9L

(rsestues1Q yun uveurdwd refeqas uerdeq ereday uep el1oury refiuad 1eqefod redeqas uajsisy)

yeloe( 1eLelon(as eped BlIoy swSIUBsPW g TequIen

« (o)

NVVNVSYVTad



LL

YR@HETI0 U teurdwid uep eliouny re[luad Jeqelod regeqas uergeg ereday]
yeloe( 1eLeIanas Bped BLI9Y JWSIUBYOW £€ TequIien

s
— SR um wodiue
h 4 wn wo8iue s
wedom uweueonarad *
Aneq ueerday
ueptaquiad ¢ rEmses uewumsyeRd
umerday ameoy uBp npEs wenerdon ueRuL unsnAUAN
gilunﬂﬂlgl&: STEMIS | uweuesieRd
aﬁ#ﬂ: Eﬂu.ﬂn.rum WORUER
___Eu . auunm:&..w.
Bequapy Fnum
eliaupy uemeiiue
A s uep weyEEay
ueemeonasad rensas ey weedeouad | | pgeuwsyerd
e doy UeeuESHB[A] ueenesyEad gu_.an._ nﬂg
e up weyerdoy e
ga—l&l. _
unsniuspy
Hepn
uEerEay A o ),
pseg e@ . A
weredureiuap wm woddue uep wn npaspuy
Bmay epeday yeq
wedum wepaquad
UEP NI{EM-TIHEMIS
sedny [eresraq wenmaLag CEE
uestEsERd 10818 jsERjadsye # o8um 1sEpjedsyo
usey ISEgLIED] uep
BWLIAUIN ‘BRI TELIAqUIAUT ‘UBRIB UB{UIqWIW
~§hr E
Blioupy 108ne
ueredfiue
snun
uesusouatad umurday uwenesyed
rensas umerdoy € uweuesyupd BuBOUAL
uBBTES 2] TEOUT TNSNAUGIN unsniuap
vA
v eliauny
o A (efraury uelueliag usdeyouad
elraupy 1981 uereduouad qeaelSunddusuad uwemmsniuad) eloun| teeuBOUALI]
redeqos uetieg weday ymfunuam uep Bequay
— :
ueerdoy ueenesyERd wlroumy ueredeouad qeaseSunidueuad redeqas
i s 198am ueredeouad uep weerday uesuesyEd All_ qerauq uastsy ynfimuom wep Bequiay
AMUN [SVUIPIOOY UEpP UBEIE TENLIIqUIDN
(efraury usifueliag vedmouad
uep ueunsniuad) elioup] meeTEOUAIA]
ISVATVAR NVVNVSHVTEd NVVNVONITIHEL




‘(z JowON 0S61 Unye] eissuopu] Jriqnday eiedop eiLedg) yedus],
emelq surdord ueduny3ur] weeq usjednqey yeisep-yerse(

ueyniuequad Juejusl QGE] unyel, €] Jowop Suepun-3uepun | : 1e3UIduUsy

‘uiouop usiednqey] yejurnawad uedunidur 1p eloy]

wolsig Suejua) nedng ueinjersd uesdelousw nped ‘q Jniny uep
B Jnuny punsyewip euewiedeqas ueduequniad uesresepisq emyeq 0

‘Lrdouop usarednqey yejuLewag

ueduny3ur] Ip Jeuolsduny ueleqerQ uep ‘ISBOSIUTWPY uejeqep

‘188ur], ueuiduy uejeqep eiejue el1doy oswstueyawr ueynradip

‘reuotssajord uep ‘geour ‘snueulp Fued ISBINOIQ UeMpnimmour
eungd elrey wolsis uerensadAuad ueynyeERW Jnjun  emyeq ‘q

¢ ngnd ueueled

uep ueyejuuswoed eldury uexjesdulusw evUNg USISYS uUep

Jseje Sued ueyejuniowad ejo[ey elel uBypnlnmow ejyduel werep

uejeqel ueeueyropaiuad uep IseSIUEsIo INPnIs ureueylopadusd

mnrePw LIISOUOM udyednqgey] JBIULISWR] uedundury

Ip UBNBUESYE[IP UE[3) IseisjoIlq ueeueylopaiuad sosoid emyeq e : uequIIUaN

[AIDONOM NHLVdNAVH HVLNISHNHd NVONNMONIT Id VLIHEM WHLSIS
DONV.LNH.L
[AIDONOM NELVANEVH [LVdg9 NVINLVIHd NVONVONVY
AIdLVIA




eredoN uerequwo} Suepun-3uepun pefusiy elivy eidip Suejusy
20z unyel, gz JowoN 3Juepun-suepun npueddusd YejuLowad
ueimelsd uedejousg 8uelual ¢gOz unyel, 9 JowoN Juepup
-Buepupn uedusp Jyesa) Iy ederoqaq yeqnip yedl euewreseqas
(285G JowoN eISauopu] NI[qnhday eledoN uerequeo] ueyequie], ‘bg
IOWON +10¢ uniye], ersauopuj jijqnday eredsN uerequid) yerse(
uByRJULIdWS Zuejual Q¢ unye], £z JowoN Juepun-3uepupn
{1089 JowopN erssuopu] Jiqnday vredsN

uelequia] ueyeque], ‘€ JOWON gz0Z unye], visauopu] jiqndeay
vIE8aN UeleqU) uBduBpuU-SUBPUNIS UBINJRId uBj}NIuaquisd
Suelual 10z unyel, gl Jowo) ISuepun-3uepu) SeBlY EBnpay
ueyeqniad ueiudl ggog unye], £1 Jowop suepun-suepun ueduap
yeqnip ye) euewredeqas ((pggS JIowo) eissuopu] Niqndey
eredoN ueIBqW] UBYBQUWE], ‘g8 JOWON [[0g UNye], eBrssuopuj
Aqqndsy  eredaN uelequa]) ueduepun-guepunlsd UBIN}RIdd
ueynjuaquiad Sueiudl [1Q¢ unyel gl JowoN Juepun-suepun
{(gc0S 1owioN elsauopu] JIqndoy vIEZoN ueIeqUa| UBYBQUIE],

‘Z11 JoOWON 600z unye] eissuopuj qiqnday esedoN uelequia])
qnd ueuBARRd SUBIU} 6007 UNnyel g IowoN duepun-suepup)
‘(98 JowoN erssuopu] MIqndoy eIedoN uelequa] ueyeque] ‘19

JOWON 8007 unye], eissuopu] qiqndsy eiedoN uelequio]) BIedoN
ndig amyexredy 8ueiusl 10z unyel ¢ JowoN Juepun-3uepupn




BIE8oN UBIBqUWIDT) yeide( 1e¥3ueisd SurIUS], 91 0C unye],
QT JOWON UelULIdWdd ueinjeldd sely ueyeqnisd suejus],
6107 uUnyey], g/ JOWON UejuLlowad ueinjeldd ueduap yeqnip
ye@31 euewredeqss ‘(288C JowoN eisauopu] Miqndsy
evIre8oN ueIRqUWYT] UeyeqUWE] ‘L] JOWON 9IQZ unyel
elsauopu] JIqnday] viedoN uelequo) Yelag lreddueiod
uelua], 910 unyel QI JOWON UBIULISWRJ UBINjeIdd
{(26€6 Jo0wON eEIsauopu] jl[qndsy eIEgdoN UeIeqWY] UBJBqWE],
‘g1z IowoN zZI0Z unye] erssuopu] qiiqndey eiedoN ueIequayy)
J{IqQnd ueuBARRd 3UBIU) 6007 Unye], Gg IowoN Fuepun-suepun
ueeUBSNE[Rd Surlusl Z107 UNYe], 96 IOWON YBIULIdUId] UBINIBIS]
‘{ogg9 JowoN eIsouopu] qqndoy eIleSaN uelequia]|

ueyequie], ‘I IOWON £z0Z unyel] eisauopu] Nqnday eiredon
uerequia) Suepun-3uepupn 1pelusy eliey eiyd) Suviual gzog
unye], g JowoN 3uepun-duepup) nuedsusd YeluLlowadd UeInjeisd
uedeljausd Suelual £Z0Z Unyel, 9 JowoN suepun-suepun uedusp
nysera) ey edeiaqeq yeqnip yee) euewredeqas (109G JOWON
eiIsouopu] MIqndsy eiedoN uelequo] uByeqUWR], ‘Z6¢ JOWON
$10Z unyey, eisauopu] Miqnday eIegoN uelequd]) UBYBJULISUId]
ISelISIUTWIPY Suejusl Qg unyel, Q¢ JowoN Juepun-3uepup
‘{(9gg9 Jowo) eIsauopu] Xiqnday eviedoN

ueleqW UeyeqUIR], ‘[{ JOWON £7Z0Z unyeg], erssuopu] jyqndoy




Jeldg(] ueleqWY]) 9z0g¢-1¢0¢ unye] wdouopy udjednqgey
yeiog Uedusuop eMdue, urUnIuBqUIJ BUBIUIY IJuejud]
1202 unye], 9 JOWON WIBoUOM Udjednqgey yerse uUBIN}eIad
‘(9gT1 sowoN

uSouop uayednqey yelee(  UBIBqUY] UBYBqUWE], ‘7z JOWON
910z unye] widouop uajednqey yeloe( ueleqW]) LIISouom
usledngey yelse(] jexdueisd UBUNSNG UBP UBYNiUaquad 3ueiual
910¢ unyeg]l, £ JowoN wIdouop usjedngey yeloe( UueBInNjeIdd
*S20C-010¢ Iser¥oIld ISBULIOjoy

udisag puein) Sueiusl 0107 UNYeL [ JOWON USPISAIJ UBINIBII]
‘(2,19 JowoN ersauopu] JIqndoy] eredoN ueIeqUIo|
ueyeque] ‘g9 JOWON (g0¢ unye]l eissuopu] Mqndsy
evredoN uerequoa]) [dig 880N 1emedod uswaleuey
Suejual £ 10 unye], [ JOWION YBIULIOUId uBInjeIdd seje
ueyeqnisd 3ueiudl QgOz unyel LI JOWON YBIULIDWIJ
ueinleIdd UueB3dULp JIUMeIdl Ueqnip UYeRl euBUWIEIR(IS
(2L£09 JIowoN eEISouOopu] Nqndoy eIE33N UBIEBqUIY]
ueyequre], ‘€9 JOWON LIQZ unye], erssuopu] Hqndoy]
eredoN uerequwo]) [dig 11989\ 1eme33g uawafeuepy
Suejua], 210 unyel, [ JOWON UBIULIDWIL UBIN}BISg
{z0oP9 100N EISoUOpPU] HIqNday vIe8oN uUeIEqUUd|

ueyeque] ‘48] JOWON 6[0¢ Unyel erssuopul yuqndsy

k4!

11

01




ISEULI0J3y uep eiedaN Jnjesedy ueeundelepusd LSIUSN UBINIRIS]
‘(sgg rowoN 170 unye eissuopuj qqnday

evIeSoN @®lUOg) [euols3uny Uuejeqe wWwe[e Yy ISeHSIUIWUpy
uejeqe ueelIelRiusd Suejuld} [Z0Z unyel . JIOWON ISeINollg
ISBULIOJoy] uep eieldop Jnjeredy ueeungelepuad LIQJUIN UBINIBIS]
(Tt JowoN 0202

unye], erssuopu] qndsy ereSoN ®IIL) +Z0Z-0C0C Isenjong
iseuriojy dejy peoy Suviusl (OgOg unye] Gz JOWON I[Sersjollg
ISBULIOJ9Y Uep eiedopN Jnieredy ureungelepusd LISJUSI UBINjeIdd
{11y JowoN g10Z unyer

ersouopuy iqnday eredoN ®ILIRY) YBIULISWY ISuelsuj stusig
S9s01d B19d urunsniusd Suejus) 8107 UNYUBL 6] JOWON ISBIoIig
ISBULIOJay Uep eiedoN Jnjeiedy ueeungelepusd LIOJUSN UBINjRIS]
{,Q1 J0WON {107 unye], eisauopuj rqnday eiesdaN

BlLIag) Yesee( wniny ynpoid ueniuaqueod Suejusl 10z unyel
08 JOWON 1198aN urefe LU UeInjelsad Sely ueyeqnisd suejual
{107 unye], Og1 JOWON He8sN wee(] LIJUS| Ueinjeisd uedusp
yeqnip yYepl euewideqss (9gQg JOWON GI0Z Unye], BISSUopuj
ygnday eIedoN eiuUodg) yelse(] winyini npold uenjusquisd
Sueiual gIQ¢ unyel 08 JOWON LaZaN wele( LIdJUSy UBIN}eIad
{(irdouopy usrednqey yelaeq

uelequo] ueyeque] ‘g JOWON [g0g unye] Lidouopm uaiednqey]

L1

91

ST

4!

€1




yejunrowad remedad uep [idis medou temedod yerepe NSV remeldad

redeqos Ingesip eAuinfuerss dued eiedoN [dig injeredy reme8ag ‘g
‘yesoe( uedueuomay ipefusw ued ueyejuniowad
uesnin ueesedduoeAuad weep yYeIde(( JeANEy UuB[RNBMId]
uems(] uep nedng mjuequad Insun yerepe yeise( revdueisd ‘b
‘Jeroe(J UBYRIULISUWIS]
eredduspAuad Insun regeqas yerse( jexqdueisd uep nedng LIpIs)
guef urdouop uojednqes yejulswod Ye[epe Yelde( YBJULDWRG '€
‘idouop nedng yerepe nedng g wnuwn
¢C0C NNHV.L L NVANHINJHEd ‘douopy uayednqesy yerepe yereq | UBNJUIY
: uedusp pnsyeup ues ‘qur pedng ueinijeisd wereq I 1esed I dvd
NVINrNA "TVSVd avd

‘(99 JowioN 610z unye], Lidouop uajednqgey
yeide(] einag) udouopy usjednqes] yerse( jeyduelsd IsestuediQ
el1oy] elel uep uRNnpPNpoy ‘uBunsng 3JueBlUS} gIOZ uUNnyel
8G IowoN LIdouopm Nedng ueBInjeIdd SBIY BNPIY UBYBQNId]
duelual 6107 unye], 99 JowoN Lidouop nedng ueinjeiad ueduap
Jyxera) ey edelsqsq yeqnip yee) euewedeqss (g IOWON 90T
unye], Lidouop uajednqey yerade(q elIayg) ldouop usjednqey)
yelae( jexduelad 1sesiuesio el1ay] eye], uep ueiynpnpay ‘ueunsng
duejusl} 910z unuye] g JowoN Mndouop Tnedng ueINlBIoy

‘(181 JowoN gg0g unye], erssuopuf yrqnday
eIedoN EILOY) Isen{ollg UBeSBUISOpaAuad HNiun YejeuLlowsd

Isueisu] eped el1ay walsigs Suejudl ggOg Unye], /, JOWON ISeIyolig

81




yeqelg ‘Iojensiutupy jeqelod ‘ewrejelq 183ul] ueurduwld 1eqelod
‘eApey 188ur], veurdwig jeqefod yerepe IsesiuediQ yun ueurdwid
‘ueguepun

Suepuntad ueinjerod UEBNIUSISY UBMNIesepleq uIpuew elroy
yun niens udwiwew njun jexSuerp Sued [euorsdunyg yeqelod
neje ‘semeduog jeqeley ‘lojensiurupy jeqefod ‘ewrejerd 183ur],
veurdwig 1eqefed ‘eApey 188ur], ueurdwid yeqelod ysjo urdundip
jedep Suef 1sesiuegio anpinas Lrep ueideq Yye[epe Isesiuesio Hun
‘JeluLowad Isueisu] eped [euoisduny uejeqer npnpusaid

Sued erefoN ndig tnyeredy remeSsd yerepe [euoisSuny jeqelod
‘NIualIa} uerdureralay]

uep ueiyees] eped uedIeseploq 3Jued [euolsdury
ueuedeod ueguop ueleEsIaq sednl uep 1s3uny ISULq
Sued uejleqepr odurole¥as yYelepe [euolsdund ueleqep
‘yelsed

yejunowad eped Isensiulwpy ueljeqer I¥npnpusu
Suel NSV remeSod yeepe Isensmuiupy  leqeled
‘uweunduequad

uep ueyejuLouwed Iseqsiurupe ©l19s sfrignd
ueuelejod ueSusp uejtEsxIaq SseSn} uep sBuny ISLL8q
Sued ueleqel sjodwoloses yelepe IseIlsiulwupy uejeqepr
‘188ur], ueurdulld uejeqe Iynpnpusu

Sued NSV rtemeSog yerepe 183ur] ueuldwid jeqeled
‘qelor yeiunowad eped 183un

uejeqel sodworaxes yerepe [E8ur] ueurduwl ueleqer
-ueguepun-guepuniad uernjelod ueNIuUSISY UBNIBSEBPIAQ

fegip uep eAuure] erefou seSny [Jelosip heje ueyejulswad
uvejeqel njens wefep seSn)  Igemesip  uep  ueremedaday
euiquiad  jeqefod yojo jesiBuerp Sued eldy uerfuefrtod uedusp

€l

Kq!

11

01




efuinfuees 8Jued ANUOIPS[E SISeqleag UBUBIULIDWR WIISIg
sestuedio uenpuad ueniny uedusp rensss yequue) re[iulsq

ued uerenjey uep elloup| Uey[IseydUSW MIun ISesIUEsIo un
nelue usisye uep Joye Suef ely uedungny uedrequredduowl
Suef JnnIsio) seyanye uendwny yeepe suslg S$9s0ld
-uepduressay neje/uep ueryesy ‘susajedwos] uesuedopasusuw
ueSuop WeIS[S Nlens  wWeEep  UednNE[p Suel eredoN
pdig mmjeredy reme8od seSny ueeuesyead Jnje uesrequieduow
Sued 1sestuesio 1oy eIed uep sesoid ye[epe elId)] SwSIUBHIN
“s[THO1O[R SISBqIeq UeyeluLowad WeIsls UB{jeejueioul Uesusp
eregoN ndig Jnieredy remeSod stusiq sssold uep el1ay swstueaw
ueSuequeguad uep uexreqiod yerepe elioy wWeisl§ uerensaiusd
‘1ses|uesio

1s8uny uep seSny ueeuesyed seyanye s9sord njens YNJUSQUIOUL
Suel efioy eyer uep inpesoid uerexSueios yerepe eldy walslg
erejos gued reuors8uny ueleqep eped

Surssedur /uerensaiusad nreEuw [guoisgund uejeqe werep
oy 1senswulwpy Jjeqefed uelexdueduad yerepe ueleqer
ueereloduad ngoesip eduinfueps Sued  euors3uny
uejeEqERL WeEEp 93 I[SBNSIUIWIPY UBjeqer Uueerelaiusd
‘uendurelaoy Neje /uep ueyeay ‘Isuajedwios] uedusp rensas
njualIo] hiem opouad urerep Isesiuegio yun ueurdwld yemeq
Ip NJuLIel seSN) ueeuEsEPW Ynun euesye[ed uep [euosSUNY
yeqelog epsesns uenfedued neje uednfunuad yerepe uesednuod
‘uedueuomas] uersedajepuad

oqip Suef ure] jeqefed neje semeSuad jeqeled yepusl guired
uenjusyey uefusp Sunsfuel uesele yerepe elioury] refiusd jeqelod
‘Njuelsa} Isesiuedio yun njens urdwiwow

ymun jesSuerp Sued [euors8ung 3jeqeled neje ‘semedudd

'1¢

‘0C

61

‘81

L1

91

Gl

hd!




‘swsteuorsajord (o

‘isusledwioy] 'q G resed
‘JIsey eped 1sejuoLIio ‘B wnuwpn
: disunrd ueduop uexeuEBSIE[IP enpay el193] swISIUeyoN
¢¢0T NNHV.L L NVANEWNEd | (€) yede g [esed weep pnsyewlp euewredeqos elioy swsiuexal | uerdeg 11 avg
ISEXIUNWOY uep Iseuliojul [dojousfa; uejeejurwad uesewndodusaw 'p
uep ‘eisnuew eAepiaquns uejeejuewad ueyewnjdoduswr O
‘isestuedio efliaury uep ‘idajens ‘uenlny ueredeouad uesnsewsw ‘q
‘uorsiye uep jiaje duek elioy sesold uepninmow e
Z20Z NNHV.L L NVINANIH] ' mires el1oy waysig uerensaduad uenln) uep pnsse | t [esed
‘qerde( jexduetsd
yninges eped 1sesiuedi Jun 1S8uny uep seBIn] UeMEBUESME[RW
¢¢0T NNHV.L 2 NVINANNFEd | urefep NSV remedad 13eq juswniisul redeqoes ueseunsip elioy] weislig | ¢ [esed
"SIUSIg $9501d uep elIay swsiuexoy nndieuw 2 jniny
(z) 1ede eped pnsyewp euewredeqss eBlSY wWoIsIg uerensafusad (g)
el1oy walsts uerensaAuad ‘0
uep ‘uejeqel ueeiejaduad -'q
‘isestueglo anjxnils ueeueylepaiuad ‘e
: uedeye) INfeEw UBNE[IP ISBINOoIIlq uerURYISpaLsUudd (7)
‘Hads uejeejuewad
ueyewndoduaw ueIUSP USBISYS UBp NYoje Jued ueyejuLiawad
e[oey elel uepnmmour exduer weep ISBINOIQ I[SBULIOJI
ZZ0Z NNHVL 2 NVANAWNid | ueeuesyedd wep uerdeq ueyednlow ISeINOIlq ureUuBUIapaKudd () Z Tesed

Jesnd 1suejsuj/ 1Isuiaoid
yejunowad,/ eAuure] ®BOY,/ uojednqgey YBIULISWSJ
uedusp yeiloe(] YeBIULIDWSJ BIR]UER YB[EPE ISUBISU] SBIUI] 7

H9dS eundduad epedoy ueueAe] UBYLIaqUIAW
Jnjun  IseqIunwoy uUep ISewlojul  [30[0UMN9)  UBMNIBRJUBWSW
dued ueyejunowoed ueeseddusledAuad yepepe Hgds 1exq3ursip




pnns ueSusp uesrensasip (g) 1ede uep (1) yede eped pnsxewrp

euewredeqos qemel Sun88ue; uep ueNpnpey uenjusued (g)
euesyerad uep [euoisgunyg
1eqelod iyemequiow Jedep Jngasia) [euoisguny jeqelod ‘ueduepun
-Buepuntod ueinjerad ueNIUS}SY UEMNIESEPISQ WIpurw BI9Y jun
nyens urdwiwew ynjun jesguelp reuoisduny jeqelod ey wereq (g)
‘semeduo jeqelod neje 10jelisiurupy
jeqelog ‘ewrejerd 188ur] ueurdwig jeqelod ‘edpep 183ur] . resed
ueurdwily jeqefod epedoy Suns8ue] eieoss qemel Fundiueliaq Benpay]
z20Z NNHV.L L NVANAWNEd | Uep yemeq Ip ueynpnpesysoq euesserod uep Jeuorsduny jeqelod (1) | ueideq
‘uelRqE UBRIR]a U UED ISBSIUBdIo JnPNnIis ueeueyiapaiuad
ueynye|p yeroles NSV remesdad sedn) ueeuesyepd
Inre veinjeduad weep uende redeqes ueeungip elioy swsiuesp ()
“ISeIUNWos] uep iseuLiojul idojous{e)} uejegjueuwred  §
uep ‘elroun] ueeopduad 9
‘se8ny ueeuesyerad ueqemefdungdueiad p
‘sedny ueeuesyered 0
‘uesednued ‘q
‘uenpnpay ‘e
: seje LIpId)
z20Z NNHVL 2 NVANTWNIEd | (€) 1efe g resed weep pnsyewip euewredeqas elioy swsiues oy (1) | 9 resed
eqelunze
uep ‘isueredsuer) 9
Jueloqe[oy p




¢C0C NNHV.L L NVANHNIHd

"NJUL1Id) BlIoun| uesBURSEB[OUW YNjun
euesyepd neje Teuorsduny jeqelod wep jnse ueuoyouwrlad JIeESEp
seje euesyepd neje (euorsSuny jeqelod uesednuad uesednisw
(1) 1ede eped pnsjyewrp euewiedeqas eaJeyns uenfedusd

‘NIuoLIa} elioury] ueyrUESBOW YNjun
sestuedi0 jun ueurduwid neye/uep elidury reqiuad jeqelod ysio
euesyed neje Teuoisduny jeqelod epedoy Suns3ue] uesednuad
uesedniow (1) jede eped pnsyewlp euewiedeqas ueynfunusd

“elatexns uenfeduad neje/uep uenfunuad
Infepw ueynye[ip euesyead uep reuorsgduny jeqelod uesednuad

(€)

(1)

OI TEesed

¢C0C NMHV.L L NVANUNJHd

“elioury Mirwod sesiuesdio Jjiu 1Iep jeselaq ueyeweinp
wrl enjey Tedeqes uelodidq Sued evuesyeed neje [euorsdunyg
jeqelfod ‘yelunowed Isuelsu] Sejulf neje  /uep IsesiuediQ
Jiun SBeIul Lep [eselaq eAuejoddue Jued elrey wn weeq

: ‘YejuLieowad

ISUBJSU] Sejul] heje/uep ‘Isesiue8iQ U sejul  ‘isestuediQ
JIUN njes weep uep [eseloq gued euesyepd uep jeuorsiunyg
jeqelfod ueyeqiaw jedep (1) jede eped pnsyewp euewiedeqsas
elidy wn weep neje /uep NplAJpul  BIBISS UBSEINUdJ
‘ue[idwresslsy] neje /uep ueUEIN UBHIESEPIaq

Iseioqe[oy uep ‘suojedwoy ‘ouwsifeuolsajoid ueyuedopoduaw
ueduop el1sy w weep neje /Uep Nplaipul evIiedas eliaxiaq jedep
euesyepd uep jeuorsdunyg jeqeled ‘se8nil ueeuesyepd wereq

(€)

()

(1)

6 resed
uesednuad

e3ney
ueideq

¢C0C NNHV.L L NVANHWJHd

‘Ui edng ueinjelad
uep ueyyestdisl yepn ueideq ueyedniow Jued uendwe] werep
wnjuedial / [esed WEEP pnsieWIp BuewIledeqes Ue npnpay UBIOURy

g Jesed

‘Jelae( reydueiad uisew-3ursews eped 1sestuedio




2¢0C NNHVL L NVANHNJIHd

: seie Lp1a) elioy winy urefep undnew nplaipur eredss elioxaq
Sue yreq euesyeled uep reuorsfuny jeqelod elioun ueepopduad (1)

Weuddy]
ueideq

¢CT0C NNHV.L L NVANHNJHd

‘1 nedng ueinjelad wrep ueyyesidia) yepn ueideq uexedniow Juek
uvendwe| Weep WNIUBIIA] ] [esed Uep €] [esed We[ep pnsyeup
euewefeqos se8n) ueeuesyepd ueqeme[Sung8ueirad  ueoURy

G [esEd

¢c0C NNHV.L L NVANHINIAd

“el1oy wip vj083Ue neje/uep W enjay epedoy uerode] ejUTISW
snun SueuemIaq Nem-nIsemas ereoss Isestuedio jrun ueurdwid (g)
"B[B3]19( BIBIIS [SBSIUBZIO

yun ueurdwid epedey wn se8ny ueeuesyeed uesiodedw wrn
enjey redeqes uerodioq Sued euesyeed uep [euorsguny jeqelod

‘w enyay epedoy sefn) ueeuesyejed uestodesw
u; ejo88ue refeqos ueriadioq Jued euesyeed uep [euoisFuUnY
jeqeleg ‘sedny ueeuesyeed ueqemeBunddueltad exduer wereq (1)

@

1 1esed

¢¢0C NNHVL L NVANHN S Hd

‘1sesiuedI) uun
ueuldwid epedoy Suns8ue| ereoss eAusedn) ueeuesye[ad uesiroderaw
npiarpul eiedes uesseSniip Sued euesyead uep [euorsduny jeqelod

€l [esed
se3dn],
uresyeed
ueqemel
dungdduelasd
BWIE
ueidegqg

2¢0C NNHVL L NVANHWNHd

‘tui edng ueinjelad Lep uesyesidiol sepn
uerdeq uesedniow Sued verndwre] werep wnjuedls) (1) yede eped
pnsyewp euewregeqes sedny ueeuesyesd eIeo BIE} UBD UBULRY (T)

‘JejuLswed Isueisu] sejuif
uep ‘iIsestueds 9]
Jrun sejul] ‘isestuedi Jun) urerep jejsioq Sued sedn) ueeuesyerad
nndiew euesyead uep peuorsSuny jeqelod sedny ueeuesyerdd (1)

¢l Tesed
sedn],

ueeuesye[ed
Jedwody]
uerdeq

¢2¢0C NNHVL L NVANHNJHd

Tt nedng ueInjelad wep uexyesidis)
syepnn ueideq uexedniow Jued uendwe] wWeep wnjuedldl Q]
resed UEp 6 [eSed werep pnsyewp euewredeqss uesednuad ueIOURY

11 [esed




ueynyjePw yerse( leqdueiod el1oy wolsig uerensaiuad yniupn
"ISBSIUEZIO JU Jejue ulsIsye uep
Jseye 3ued eley uedungny uelequedduow JNjun YBIULISWDJ

(2)

(1)

STUSTg $9s0Id
111 gavd

2207 NNHVL 2L NVANANNEAd |Isuejsu] (deq uenoe uexednlow SIUSlg $9501d uUBUNSnAuUsd 61 1esed
‘UIdouo usrednqgey] YyeluLawdd HgdS ISeUIpIoos]
wr Yoo ueMIseuIpIOONIp e[ISY woalsig§ Iuninpusw  Uule[ep
iIseyiunuwoy uep [seuniojur 13ojouxs) uejeejuewad uenpedislsy (g)
"(¢) veke 41 [esed urerep pusiyewip
euewredeqos 1exed 1deqroq wnwn I1sedide uexeun33uow
220C NNHV.L 4 NVANINYNEd | Isesiuedip nun denes uexnsewdw yereeq Jexduersd ueurdung ([)| 87 [esed
L1 Tesed
ISEXIUNWOY]
‘Texed Beqisq wnwn 1seyde uep
ednioq (1) jede eped pnsyewnrp euewredeqoes 5gds Isedndy (g) | 1seuwiojuj
"YejuLIawWad 13oj0usd, U
1Isuejsu] el1ey welsls unynpuswW werep Iseldajunel Jued ggds eleRjUBWa]
1seyide uejeejuewad MeEW JIUOINI[@ SISBQIaq ueyejuLIdWad BWI[OY
2Z0Z NNHVL . NVANANYAd | ISenisuiwipe UueuBAe] ueyewenduow yeloeq Ueluneuwad (1) uerdeq
“euesye[ad uep jeuoisduny jeqelod elioury ueejojaduad reuaduotu
Jnyeduowr  Sued ueSuepun-Zuepuniad ueinjeiad  UENIUIISY
uedusp rensss uexpuesye[p (1) Jede eped pnsxewp euewredeqos
euesyepd uep [euosdung Jeqeleg elouny  ueeoplSusd (7)
‘1Isques uep ueedreysuad
ueusquied pndiew Sued elioury rsenjeas [isey infue] yepun ‘p
uep ‘remedad eliouny 1seneas ndiow Jues elisuny uerertuad
‘remedod elioun ueduequioduad uep ueinlue[as(iaq
Aqieq uedwn ueuequad ‘eliouny ueisejuswnsopuad nndiew
guel elroun| ueeuiquad uep ‘uenejuewad ‘ueeuesyepd °q 91 Tesed
‘1sepjedso elroury
sexjyuey uep uedejsuad nndipw ued elrour ueeueoualad ‘e uee[o[a3uad




¢C0C NNHVL L NVANHWJHJ

uIsouop ualedngey]

Jqerseq eiueg werep eiuuejedwsuad uefuop tur nedng ueinjelod
ueduepunduad ueyyelULlOWLwW ‘eAurnyelsfusw Sueio denos gedy
‘ueduepunip [egdue) eped nierraq refnuw ar nedng ueInjeIod

0¢ lesed

dninusyg
UBnNjuI}eY
Al vd

‘uegduepun
-duepuniad ueinjeled uvnjUsley UBSUSP TENSIS UEBNEBUEBSIE[IP
() 1ede uep (g) 1efe ‘(1) 1ede eped pusiyewrp euewredeqos
JBIULISWId ISUBISU] sTusig sosold elad ueunsnduad eieo eje] (g)

"eAUUBUNING UBDP T [2A9] Blad
neje /uep ‘ssuny sejul elad
aseraa ejod

‘sosouadqns ejad

P
e
q
B

: depeyial

uesnye[p (¢) yede eped pnsyewIp euewredeqas ISEN[EAd UED NIASY
pasoud

reuoiserodo Jepuels uerensoluad ueduap uesinsfep jedep [SEN[eAd
UBp NIAdI Ine@w siusig sosold ueduequoSusd uep ueseqled
‘sTusIg sesold ueduequaduad uep uexreqtad

(t)

(€)




